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Lampiran 1.  Kuisioner untuk Masyarakat Desa Hutan KPH Cepu di 
Kabupaten Blora 

 
A. Indentitas Rensponden dan Karakteristik Sosek masyarakat 

Nama    : ........................................................... 

Umur    : .....................thn 

Pekerjaan   : ........................................... 

Pendidikan   : ........................................... 

Jumlah keluarga  : ............................................ 

Jenis Kelamin  : ........................................... 

1. Apakah pekerjaan pokok bapak/ibu ? 
a. Petani 
b. Pedagang  
c. Lainnya................................................. 
 

2. Apakah pekerjaan tersebut terkait dengan pemanfaatan hasil atau 
lahan  hutan? 
a. Ya,sebutkan ......................................... 
b. Tidak 
 

3. Dimana yang bapak /ibu bekerja? 
a. Desa sendiri. 
b. Desa lain, sebutkan… 
c. sewa dari pemilik hak ulayat 
 

4. Berapa luas lahan hutan yang bapak/ibu garap ? 
a. < 0,5 ha 
b. 0,5 - 1 ha 
c. > 1 ha 
 

5. Menurut bapak/ibu luas lahan hutan yang ada sekarang sudah cukup ? 
a. Sangat cukup 
b. Cukup 
c. Tidak cukup 
 

6. Berapa rata-rata pendapatan yang bapak/ibu setiap bulan ? 
a. Kurang dari Rp.500.000,- 
b. Rp.500.000-Rp.1.000.000,- 
c. Lebih dari Rp.1.000.000,- 
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7. Apakah pendapatan tersebut sudah dapat memenuhi hidup sehari-hari? 

a. Sudah. 
b. Belum 

 

8. Jika belum, usaha (pekerjaan sampingan) apa yang dilakukan untuk 

mencukupi kebutuhan? 

………………………………………………………………………………… 

 

9. Berapa kali Bapak/ibu memasuki hutan? 

a. Tiap hari 

b. 1 minggu sekali 

c. 1 bulan sekali 

d. Lainnya.................................................... 

 

10. Untuk keperluan apakah  bapak/ibu memasuki hutan? 

a. Bertani/berkebun 

b. Mencari kayu bakar 

c. Menambang  

d. Lain-lain.................................................... 

 

B. Tingkat Persepsi masyarakat terhadap Peranan Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 

1. Menurut bapak/ibu apakah keberadaan hutan merupakan sumber 

penghidupan bagi masyarakat? 

a. Ya 

b. Sebagian 

c. Bukan 

 

2. Apakah menurut Bapak/ ibu keberadaan itu hutan sangat penting bagi 

masyarakat? 

a. Sangat penting 

b. Kurang penting 

c. Tidak penting 
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3. Apakah keberadaan hutan yang ada saat ini menurut bapak/ ibu perlu 

dijaga kelestariannya  

a. Ya 

b. kurang 

c. Tidak  

 

4. Apakah dalam pemanfaatan hutan  perlu diatur oleh pemerintah ? 

a. Ya 

b. Sebagian  

c. Tidak perlu 

 

5. Menurut Bapak/Ibu apakah aktivitas penebangan liar  merusak hutan ? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

6. Apakah di desa bapak/ibu terdapat organisasi yang terkait dengan 

pengelolaan sumberdaya hutan? 

a.    Ya,sebutkan…………. 

b.    Tidak. 

 

7. Jika ya,apakah bapak/ibu terlibat dalam organisasi tersebut? 

a. Ya,sebutkan….. 

b. Tidak. 

 

8. Apakah organisasi tersebut membantu bapak/ibu dalam memanfaatkan 

sumberdaya hutan yang ada? 

a. Ya,alasan….. 

b. Tidak,alasan….. 

 

9. Sumberdaya hutan apa saja yang dapat dimanfaatkan ? 

a. Kayu, sebutkan…. 

b. Bukan  kayu,sebutkan…. 
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c. Lahan, sebutkan…. 

d. Jasa, sebutkan….. 

 

10. Bagaimana bapak/ibu memperoleh sumberdaya hutan tersebut? 

Apakah dengan ganti rugi barang/uang? Jelaskan? 

……………………………………… 

 

11. Bagaimana penerapan PHBM dalam pemanfaatan sumberdaya hutan 

di desa bapak/ibu? Apakah sudah sesuai? 

………………………………………………………. 

12. Masalah apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan PHBM di 

desa bapak/ibu? 

 

A. Daftar pertanyaan tentang Peranan masyarakat desa hutan dalam 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat  

PARTISIPASI LMDH DALAM TAHAPAN KEGIATAN PHBM SKALA 

I. TAHAP PEMBUATAN KEPUTUSAN MELALUI PERENCANAAN 
lxxv. 1.Kehadiran dalam rapat-rapat 
lxxvi.    a.Frekuensi kehadiran tinggi    : ≥ 8 kali 
lxxvii.    b.Frekuensi kehadiran sedang : 4-7 kali 
lxxviii.    c.Frekuensi kehadiran rendah  : ≤ 3 kali 
lxxix. 2.Mengajukan usul/saran 
lxxx.    a. Selalu mengajukan usul 
lxxxi.    b. Kadang-kadang mengajukan usul 
lxxxii.    c. Tidak pernah mengajukan usul 
lxxxiii. 3.Diterima tidaknya usul 
lxxxiv.    a.Selalu diterima 
lxxxv.    b.Kadang-kadang diterima. 
lxxxvi.    c.Tidak pernah diterima 
lxxxvii. 4.Tingkat kesepakatan anggota LMDH 
lxxxviii.    a. Disepakati semua anggota 
lxxxix.    b. Disepakati sebagian anggota 

xc.    c.Tidak disepakati anggota 
xci. 5.Kegiatan survey lapangan 
xcii.    a. Selalu mengikuti 
xciii.    b. Kadang-kadang mengikuti 
xciv.    c. Tidak pernah mengikuti 
xcv. 6.Kegiatan pemberian informasi 
xcvi.    a.Selalu memberi informasi 
xcvii.    b.Kadang-kadang member informasi 
xcviii.    c.Tidak pernah member informasi 
xcix. 7.Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan 

 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 
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PARTISIPASI LMDH DALAM TAHAPAN KEGIATAN PHBM SKALA 

c.    a.Keikutsertaan tinggi  : ≥ 8 kali 
ci.    b Keikutsertaan sedang : 4-7 kali 
cii.    c.Keikutsertaan rendah  : ≤ 3 kali\ 

3 
2 
1 

II. TAHAP PELAKSANAAN 
1. Kontribusi dengan tenaga 

 a.Selalu memberi. 
 b.Kadang-kadang memberi. 
 c.Tidak pernah memberi. 

2. Kontribusi dengan uang 
 a.Selalu memberi. 
 b.Kadang-kadang memberi. 
 c.Tidak pernah memberi. 

3. Kontribusi dengan material 
a.Selalu memberi. 
b.Kadang-kadang memberi. 
c.Tidak pernah memberi. 

 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 

III. TAHAP PEMANFAATAN BAGI HASIL 
1.Keikutsertaan dalam usaha ekonomi 
   a.Tinggi. 
   b.Sedang. 
   c.Rendah. 
2.Manfaat hutan terhadap lingkungan 
   a.Meningkat. 
   b.Sama saja. 
   c.Berkurang. 
3.Ketergantungan terhadap hutan 
  a.Meningkat. 
  b.Sama saja. 
  c.Berkurang. 

 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 

IV. TAHAP EVALUASI 
1.Keikutsertaan dalam kegiatan rapat evaluasi. 
 a. Keikutsertaan tinggi  : ≥ 8 kali 
 b Keikutsertaan sedang : 4-7 kali 

  c.Keikutsertaan rendah  : ≤ 3 kali 
2.Melakukan koreksi terhadap pelaksanaan 
  a.Selalu. 
  b.Kadang-kadang. 
  c.Tidak pernah. 
3.Memberi saran terhadap pelaksanaan. 
  a.Selalu. 
  b.Kadang-kadang. 
  c.Tidak pernah. 
4.Memberi penilaian untuk evaluasi 
  a.Selalu. 
  b.Kadang-kadang. 
  c.Tidak pernah. 

 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 
 
3 
2 
1 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara Untuk Informan 

 

A. PIHAK PERUM PERHUTANI  

1. Luas areal hutan di KPH Cepu? 

2. Kondisi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat desa hutan? 

3. Kondisi internal perhutani? (menjelaskan tentang manajemen SDM, 

tata kerja internal, manajemen data dan informasi, dan strategi 

pelaksanaan PHBM) 

4. Pola Kemitraan PHBM? (menjelaskan tentang pola koordinasi 

dengan pihak terkait, kesiapan semua pihak dalam PHBM, 

pendampingan kesepakatan multipihak, permasalahan dalam 

koordinasi) 

5. Teknis pelaksanaan PHBM dalam kawasan hutan? (menjelaskan 

tentang penyusunan Rencana Strategis LMDH, keterlibatan MDH 

dalam pengelolaan hutan mulai dari penanaman, sampai dengan 

keamanan, penerapan perjanjian bagi hasil, transparansi sharing, 

mekanisme pengawasan sharing, alokasi sharing, aturan dalam 

penggunaan sharing, permasalahan dalam pembagian dan 

penggunaan sharing, dan monitoring dan evaluasi) 

6. Kebijakan Perhutani dalam meningkatkan peran masyarakat desa 

hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan? (menjelaskan 

tentang kebijakan KPH agar LMDH dapat lebih berperan dalam 

pengelolaan hutan, penyusunan Rencana Strategis LMDH, peran 

Perhutani dalam meningkatkan fungsi LMDH, dan dukungan 

stakeholder dalam kegiatan pengelolaan hutan) 

7. Permasalahan dalam pelaksanaan PHBM?  
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B. INSTANSI PEMERINTAH(DINAS KEHUTANAN, DINAS PERTANIAN)

  

1. Apakah ada kegiatan dari Pemerintah yang berkaitan dengan 

PHBM? Kalau ada seperti apa bentuknya? 

2. Bagaimana koordinasi dengan pihakPerum Perhutani? 

3. Apa potensi dan kendala dalam pengembangan pengelolaan hutan 

di Perum Perhutani KPH Cepu? 

4. Bagaimana kaitan program yang ada dengan kebijakan PHBM 

yang diterapkan di Perum Perhutani? 

5. Apa usaha pemerintah untuk mewujudkan peningkatan 

kesejahteraan desa hutan dan menjaga kelestarian hutan ? 

6. Bagaimana strategi yang sesuai diterapkan dalam mengelola 

sumberdaya hutan?  

 

C. PENGURUS LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN 

Nama    : ........................................................... 

Umur    : .....................thn 

Pekerjaan   : ........................................... 

Pendidikan   : ........................................... 

Jenis Kelamin             : ........................................... 

  Jabatan dalam LMDH : ………………………….. 

1. Bagimana proses awal pembentukan LMDH? 

2. Siapa inisiator pembentukan LMDH ? 

3. Bagaimana proses pemilihan pengurus LMDH? 

4. Apakah mempunyai AD/RT? 

5. Apakah bapak/ibu paham maksud dan tujuan pembentukan 

LMDH? 
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6. Apakah bapak/ibu paham tentang fungsi dan peran sebagai 

pengurus LMDH? 

7. Pertemuan LMDH dilakukan berapa kali dalam sebulan/setahun? 

8. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu? 

9. Bagaimana bentuk keterlibatan LMDH dalam pelaksanaan PHBM? 

10. Bagaimana peran pengurus LMDH dalam perencanaan dan 

pemanfaatan dana sharing PHBM? 

11. Bagaimana dengan laporan pertanggungjawaban 

kegiatan/keuangan LMDH?Kepada siapa laporan itu 

disampaikan?Apa saja bentuk kegiatan PHBM dalam pemanfaatan 

sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pihak masyarakat atau 

pihak desa ? 

 

D. FORUM KOMUNIKASI PHBM/ TOKOH MASYARAKAT/ LEMBAGA 

SWADAYA MASYARAKAT  

1. Apa saja bentuk kegiatan PHBM dalam pemanfaatan 

sumberdaya hutan yang dilakukan oleh pihak masyarakat atau 

pihak desa ? 

2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengembangan 

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam pelaksanaan 

PHBM? 

3. Apakah LMDH yang sudah ada dapat menampung kebutuhan 

masyarakat  desa hutan? Jika belum, kegiatan apa saja yang 

dapat dikembangkan dalam upaya memenuhi kebutuhan 

masyarakat ? 

4. Apa potensi LMDH dalam pelaksanaan PHBM ? 

5. Bagaimana pemerintah memberdayakan masyarakat desa hutan 

untuk mengembangkan potensi SDM dalam rangka mendukung 

kemajuan LMDH? 
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6. Bagaimana sistem bagi hasil sumberdaya hutan dari kegiatan 

PHBM antara pemerintah dan masyarakat? Apakah sudah 

sesuai dengan proporsi masing-masing? 

7. Apakah dalam pengelolaan sumberdaya hutan, ada kemitraan 

dengan pihak lain selain pemerintah? Dalam bentuk apa? 

8. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan PHBM? 

9. Adakah dukungan dan bantuan pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan tersebut? Dalam bentuk apa? 

10. Bagaimana penerapan PHBM  dalam pemanfaatan sumberdaya 

hutan ? Apakah sudah sesuai dengan tahapan/juklak/juknis? 

11. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala/masalah dalam 

pelaksanaan PHBM? 

12. Apakah saran bapak/ibu agar pelaksanaan PHBM di masa 

mendatang menjadi lebih baik ?



 

Lampiran 3. Rekapitulasi Tanggapan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program PHBM di  LMDH  
                   Wana Tani Makmur Desa Nglebur 
 

    TANGGAPAN Jumlah 

No Nama I.  Perencanaan II.Pelaksanaan III.Manfaat IV. Evaluasi Skor 

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4   

1 Margono 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 48 

2 Sarjo W 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 2 26 

3 Etik 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 1 2 32 

4 Lugito 2 3 2 1 2 2 2 1 3 1 2 3 1 1 2 1 2 31 

5 Kusnan 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 36 

6 Rawoto 2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 38 

7 Ginoto 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 32 

8 Jani 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 1 3 3 37 

9 Senggrik 3 2 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 1 2 36 

10 Sujari 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 38 

11 Parno 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 27 

12 Tarmuji 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 32 

13 
Anik 
Ekowati 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 28 

14 Mariyono 3 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 37 

15 
Eko 
Yulianto 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 44 

16 Suwartono 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 1 29 

17 Rusmin 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 37 

18 Ari Sugiarto 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 38 



 

    TANGGAPAN Jumlah 

No Nama I.  Perencanaan II.Pelaksanaan III.Manfaat IV. Evaluasi Skor 

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4   

19 Saeran 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 37 

20 Samijan 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 35 

21 Sugiyo 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 

22 Parwoto 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 33 

23 Sapran 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 31 

24 Sri Asih 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 31 

25 Sukono 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 35 

26 Bambang D 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 47 

27 Samsuri 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 35 

28 Wanto 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 3 38 

29 Paijan 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 38 

30 Sampurno 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 42 

  Jumlah 59 68 65 56 63 59 62 58 63 63 61 73 68 58 63 58 64 1061 

  Total             432     184     202       243   

Sumber : Data Primer, diolah (2013) 

  



 

Lampiran 4. Rekapitulasi Tanggapan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program PHBM di  LMDH Jati Bagus  
                   Desa Jomblang 
 

    TANGGAPAN Jumlah 

No Nama I.  Perencanaan 
II. 
Pelaksanaan III.Manfaat IV. Evaluasi Skor 

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4   

1 Surat Wartono 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 49 

2 M.Amin 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 45 

3 Rahmat Iskak 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 37 

4 Riyanto 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 39 

5 Dwi Yulianto 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 39 

6 H.Harsono 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 42 

7 Hartono 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 37 
8 Yudi Setiawan 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 36 

9 Budiarso 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 36 

10 Suroso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 38 

11 Pujiono 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 33 

12 Suparjan 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 34 

13 H.Agus.M 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 29 

14 Saliman 3 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 37 

15 Wiji 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 44 

16 Suparji 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 2 3 1 30 

17 Sukandar 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 37 

18 Ranu 2 3 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 2 1 38 

19 Arif Kurniawan 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 39 



 

    TANGGAPAN Jumlah 

No Nama I.  Perencanaan 
II. 
Pelaksanaan III.Manfaat IV. Evaluasi Skor 

    1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4   

20 Bambang  S 2 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 35 

21 Ambar 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 

22 Udik 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 32 

23 Gendar 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 32 

24 Handayani 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 24 

25 Ralim 2 3 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 

26 Tarimin 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 40 

27 Suprapto 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 35 

28 Kasiran 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 25 

29 Surani 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 26 

30 Sugiarto 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 28 

  Jumlah 62 68 62 59 64 61 62 60 62 61 61 70 68 58 60 63 63 1064 

  Total             438     183     199       244   

 
Sumber : Data Primer, diolah (2013) 

 
 
 
 
 
 



 

Keterangan Lampiran 3 dan Lampiran 4 
I. Tahap Perencanaan : 
   1. Kehadiran dalam rapat-rapat 
   2. Mengajukan usul/saran. 
   3. Usul yang diajukan diterima. 
   4. Tingkat kesepakatan anggota LMDH. 
   5. Kegiatan  survey lapangan. 
   6. Kegiatan pemberian informasi. 
   7. Partisipasi dalam proses perumusan keputusan.  
II. Tahap Pelaksanaan :  
   1. Kontribusi dengan tenaga 
   2. Kontribusi dengan uang. 
   3. Kontribusi dengan material. 
III.Tahap Pemanfaatan Bagi Hasil : 
   1. Partisipasi dalam usaha ekonomi . 
   2. Manfaat hutan terhadap lingkungan. 
   3. Ketergantungan terhadap hutan. 
IV.Evaluasi. 
   1. Partisipasi dalam rapat evaluasi. 
   2. Melakukan koreksi terhadap pelaksanaan. 
   3. Memberi saran terhadap pelaksanaan. 
   4. Memberi penilaian sebagai bahan evaluasi. 
 



 

         Lampiran 5. Peta administrasi wilayah Kabupaten Blora 

 

                           Sumber : Bappeda Kabupaten Blora (2011) 



 

                  Lampiran 6. Peta Tata Guna Lahan Kabupaten Blora 

 



 

               Lampiran 7. Peta wilayah Perhutani KPH Cepu Kabupaten Blora 

Sumber : Perum Perhutani KPH Cepu (2012) 



 

                   Lampiran 8. Peta Lokasi Penelitian di Desa Nglebur dan Desa Jomblang 

 



 

                         Lampiran  9 .Tampilan  Citra Satelit Lokasi Penelitian Desa Nglebur 

 



 

                        Lampiran 10. Tampilan  Citra Satelit Lokasi Penelitian Desa Jomblang  
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Lampiran 11 

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA PHBM 
PROPORSI PENGGUNAAN DANA SHARING 2010 

ANTARA 
PERHUTANI KPH CEPU, MULTISTAKEHOLDER DAN 

LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN ( LMDH ) 
SE-WILAYAH KPH CEPU 

TAHUN 2011 
 

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan November Tahun 
Dua Ribu Sebelas , segenap  jajaran manajemen Perhutani KPH Cepu, 
multistakeholder, dan LMDH dalam wilayah KPH Cepu yang dalam hal ini 
diwakili oleh masing-masing pengurus yang tandatangannya tercantum 
pada bagian akhir naskah ini, dengan ini secara bersama menyepakati 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Seluruh LMDH bertekad untuk : 

a. Lebih berperan aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan di 
wilayah pangkuan masing-masing untuk mengamankan potensi 
sumberdaya hutan (SDH) agar lestari ekonomi, produksi, dan 
sosial, dari gangguan kerusakan hutan , dan perbaikan kembali 
SDH yang rusak. 

b. Bekerjasama sepenuhnya dengan Perhutani dan multistakeholder 
untuk mendorong kemajuan sistem PHBM untuk melestarikan SDH 
dan pendampingan masyarakat desa hutan (MDH) dalam 
pembangunan MDH untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

c. Tekad ini merupakan respon atas hak-hak LMDH berupa bagi hasil 
produksi yang telah dengan konsekuen diberikan oleh Perhutani. 
 

2. Dengan menimbang bahwa sharing  yang diterima LMDH nilainya 
cukup besar dan sesuai waktu berjalan akan semakin besar 
proporsinya, selanjutnya demi untuk menjaga agar sharing yang 
diterima tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 
MDH, maka kami sepakat untuk menentukan proporsi penggunaan 
dana sharing PHBM produksi kayu tahun 2010 yang akan diserahkan 
pada Bulan Desember 2011, terinci  sebagai berikut : 

A. SUBSIDI SILANG : 5 %,  

  Kontribusi dari  nilai sharing LMDH lebih dari atau sama dengan Rp 
50.000.000,- 

  Dikontribusikan pada LMDH : 

- Yang tidak mendapatkan sharing. 

- Nilai sharing kurang dari Rp 10.000.000,- 
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- Pembagian dana subsidi silang dibagikan oleh Paguyuban LMDH 
secara proporsional. 

 
B. PROPORSI PENGGUNAAN DANA SHARING  

No PENGGUNAAN 
PROSENTASE 
( % ) KETERANGAN 

A DIKELOLA  LMDH   

1. Usaha produktif  40 Yang dikemas 
dalam wadah 
koperasi 

2. Kelembagaan LMDH 
Operasional LMDH 
Insentif pengurus 
 

 
10 
10 

 

3. Keterlibatan dalam 
kawasan hutan  
 

10 Penanganan 
keamanan, 
kebakaran, situs, 
tanaman, tenurial, 
dan koperasi 

4. Bantuan pembangunan 
pedesaan  

10 Biofisik desa 

5. Kegiatan sosial 
 

5 Kesehatan, 
pendidikan, dan 
keagamaan 

6. Kontribusi untuk anggota 
LMDH 

5  

B KONTRIBUSI PADA 
PIHAK LAIN 

  

1. Paguyuban LMDH 
Garda Wana  

2 Untuk operasional 
pertemuan, 
pelatihan, dan 
study banding. 

2. FK PHBM Tk Kabupaten 1 Untuk kegiatan 
pertemuan, yang 
akan diserahkan 
oleh Paguyuban 
dan disaksikan oleh 
KPH 

3. Fk PHBM Tk Kecamatan  
 

1,5 Untuk kegiatan 
pertemuan, yang 
akan diserahkan 
oleh Paguyuban 
dan disaksikan oleh 
KPH 
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No PENGGUNAAN 
PROSENTASE 
( % ) KETERANGAN 

4. FK PHBM Tk Desa 2,5 Untuk kegiatan 
pertemuan, yang 
akan diserahkan 
oleh LMDH 

5. Pengawasan, 
pengendalian, dan 
monev 
 

3 Untuk  operasional 
stakeholder. 

 
3. Usaha produktif diarahkan melalui wadah koperasi untuk memberikan 

laba, maka laba itu  digunakan untuk kesejahteraan anggota, 50 % 
untuk pengembangan usaha, 30% insentif pengurus & anggota, 20% 
untuk pengurus LMDH.  

4. Dana kelembagaan tidak digunakan seluruhnya untuk insentif 
pengurus, tetapi untuk operasional LMDH dimana penggunaannya 
diatur setiap bulan. Tidak boleh diambil sekaligus setahun sekali pada 
awal kegiatan 

5. Keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan hutan penggunaannya 
direncanakan secara kolaboratif dengan petugas Perhutani melalui RO 
kegiatan. 

6. Bantuan pembangunan pedesaan yang dikelola oleh LMDH dimana 
pelaksanaanya melalui kepanitian yang dibentuk LMDH dan 
Pemerintah Desa.  

7. Dana kegiatan  sosial  dituangkan secara kolaboratif oleh MDH 
didalam RO. 

8. Dana kontribusi anggota diberikan pada anggota yang terlibat dalam 
pengelolaan sumber daya hutan (pesanggem, blandong dll). 

9. Kontribusi pada pihak lain (FK PHBM tingkat Desa, Kecamatan dan 
Kabupaten) diberikan untuk kegiatan operasional bukan untuk insentif. 

10. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan setiap  3 (tiga) bulan sekali 
akan dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Forkom PHBM tingkat 
Kabupaten dan Kecamatan. 

11. Dalam hal LMDH yang masih mempunyai kewajiban yang harus 
diselesaikan terhadap : 
a. Perhutani antara lain : Tunggakan PKBL 
b. LMDH atau paguyuban  
Maka hasil sharing atau subsidi silang akan digunakan untuk melunasi 
kewajiban tersebut terlebih dahulu. 

 
       Demikian kesepakatan tersebut dibuat atas kesadaran bersama  
dan ditandatangani oleh seluruh multistakeholder bersama LMDH 
penerima sharing produksi kayu tahun 2010. 

 



 

 

 


